
 

PENGUMUMAN 

NOMOR : B.23.560/9344/IV/DISNAKERESDM 

 

TENTANG 

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 

 
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 790/03-M/HK/2021                     

tanggal 30 Nopember 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022, 

bersama ini diumumkan bahwa : 

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)  Tahun 2022, sebagai berikut : 

NO. KABUPATEN/ KOTA Rp./bulan

1 KAB. BADUNG 2.961.285,40                      

2 KOTA. DENPASAR 2.802.926,00                      

3 KAB. GIANYAR 2.656.009,00                      

4 KAB. KARANGASEM 2.555.470,00                      

5 KAB. JEMBRANA 2.563.363,76                      

6 KAB. TABANAN 2.643.778,66                      

7 KAB. KLUNGKUNG 2.540.848,00                      

8 KAB. BULELENG 2.542.312,33                      

 

2. Kabupaten yang nilai upah minimumnya tidak tercantum, maka upah minimum yang 

berlaku adalah Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. 

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 (satu) di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022. 

 

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian. 

 

Ditetapkan di Bali 

Pada tanggal 30 Nopember 2021. 

 

 

 

 
 
 
 

PARAF HIRARKI 

Kepala Bidang Bina HI dan 

PK 

 

Kasi HI dan Kesja  



 
GUBERNUR BALI 

 
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 790/03-M/HK/2021 

 
TENTANG 

 
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
GUBERNUR BALI, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 
Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota;                                          
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 1649); 
 

 
 
 

 
 

   2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

     3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

 
 

 
 

   4. 
 

 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6648); 

 






